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ABSTRAK

Silvi Permata Sari, 04193043, Skripsi dengan judul Proses
Rekruitmen Kader Perempuan PKS dan Demokrat Pada Pailu Legislatif
2009-2014 di Kota Bukittinggi. Sebagai pembimbing kdalah Drs. Tamrin,
Msi dan pembimbing Il Tengku Rika Valentina S.IP, Msi. Skipsi ini terdiri
dari 6 Bab, yaitu: Pendahuluan; Landasan Teori; Mebde Penelitian;
Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian; Temuan dan Analsa Data; serta
Kesimpulan dan Saran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan aeskripsikantentang
bagaimana proses rekruitmen kader perempuan oldhi gaolitik (PKS dan
Demokrat) pada Pemilu Legislatif periode 2009-201K4ota Bukittinggi. Konsep
yang digunakan adalah konsep partai politik danuteken politik.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendek&taditatif. Tipe
penelitian yang digunakan deskriptif. Data priméapedoleh langsung dari
informan yang dilakukan dengan wawancara langswergatlap responden,
sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumestasi, kepustakaan dan data-
data yang berkaitan dengan partai. Untuk menentukdéorman, peneliti
menggunakan teknilurposive sampling. Untuk menguji keabsahan data dalam
penelitian ini maka dilakukan dengan cara triangudata.

Konsep yang digunakan adalah konsep dari kepemanpikian Ware,
untuk menjelaskan proses rekruitmen kader peremp#e dan Demokrat pada
pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukiggi. Alan Ware
mengemukakan lima cara dalam prosedur seleksgatlemenggunakan kelima
poin ini maka peneliti mendapatkan hasil bahwa gsosekruitmen kader
perempuan PKS dan Demokrat Bukittinggi telah tesdala dengan baik, dimana
terdapat prosedur atau ketentuan dan batas sefakg jelas dalam proses
pencalonan.

Akhirnya, pada penelitian ini menyimpulkan bahwa FPKlan Partai
Demokrat pada pemilu legislatif untuk periode 2@094 di Kota Bukittinggi
telah menggunakan aturan dan prosedur yang jelds adanya keterbukaan
dalam proses rekruitmennya.

Kata kunci : proses rekruitmen, kader perempuarg B& Demokrat
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuibliigpdimana
dalam menyelenggarakan pemerintahan Indonesia na¢isialem demokrasi,
yaitu kedaulatan berada ditangan rakyat atau kelamatertinggi berada dalam
keputusan bersama rakyat. Gambaran demokratisasantam dalam
Pancasila yaitu sila keempat yang berbunyi: kerakysang dipimpin hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilamhSadtu prinsip umum
dari demokrasi adalah adanya pemilihan umum yargadjeyaitu untuk
memilih pemimipin pemerintahan yang dikehendakhabkyat, atau anggota-
anggota lembaga-lembaga perwakilan yang akan mkwakra rakyat, maka

perlu senantiasa adanya pemilihan umum yang betrasdak dipengaruhi

Sebuah pemerintahan juga tidak bisa dianggap det®kika para
pejabat yang memimpin pemerintahan tidak dipilibasa bebas oleh warga
negara dengan cara terbuka dan jujur. Maka sebagdah demokrasi
pemilihan umum adalah penghubung pilihan warga &and kursi lembaga
perwakilan dan sebagai wujud penyampaian kedaulatdkyat kepada

wakilnya.

! Inu Kencana Syafiie?engantar Ilmu Pemerintahan, PT Eresco, Jakarta, 1992, hal 86.
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Pemilihan umum bertujuan untuk memberikan kesempaiada
masyarakat untuk menentukan siapa yang akan mewakiteka dalam
lembaga legislatif. Dalam pemilihan umum akan digrorang-orang yang
benar-benar bisa dan mampu untuk masuk kedalantajalgemerintahan,
baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasioaka untuk menjaring
wakil- wakil rakyat yang berkualitas untuk ikut dal pemilihan umum, tugas
utama diserahkan kepada partai politik karena tugiaentuknya partai pada
adalah untuk menciptakan saluran aspirasi yang tden teratur. Dengan
adanya partai politik, maka kehendak masyarakatligr dan sampai pada

sasarannya.

Partai politik menjadi suatu wadah penting dalamipe partai politik
merupakan sebuah organisasi yang terorganisir yarggota-anggotanya
memiliki orientasi nilai-nilai dan cita-cita yangamsa, tujuannya untuk
mendapatkan kekuasaan serta kedudukan politik deoge konstitusional

untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka

Sebagai sebuah unit politik, partai politik merugakorganisasi
kekuasaan yang dapat membela dan memperjuangkan ek dan
kepentingan rakyat, tanpa harus memandang perbestaars dan gender.

Melalui mekanisme ini pulalah rakyat dapat mengartai politik mana yang

2 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revis), Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2008, hal 32.
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mempresentasikan aspirasi dan kepentingan merakamémutuskan untuk

mendukungnya dengan memberikan suara kepada teas@ibut.

Sebagai agen demokrasi, partai politik mempunygaduyang tidak
ringan. Partai politik menyalurkan aspirasi konsit serta merubahnya
menjadi kebijakan publik yang bertanggungjawabaifeitu ada tugas yang
tidak kalah penting yang harus diemban partai igolfang sesuai dengan
salah satu fungsinya yaitu partai politik dalanoses rekruitmen polittk
Fungsi ini berkaitan dengan seleksi kepemimpinaak tkepemimpinan
internal maupun kepemimpinan nasional yang lebas.lilRekruitmen politik
adalah proses dimana partai mencari anggota baruméagajak orang yang

berbakat untuk berpartisipasi dalam proses palitik

Peran partai politik sebagai sarana rekruitmen tigoladalah
melakukan rekruitmen politik yang adil, transparaan demokratis. Adil
yang dimaksud adalah dalam menjalankan prosesitrelennya partai politik
memberikan kesempatan yang sama untuk laki-lakipga@mpuan untuk ikut

berpartisipasi dalam pemilihan umum.

UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DBRD dan
DPRD, dan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang PartaitiR@dalah landasan

hukum dan pedoman dalam menyelenggarakan pemilimaom yang

% Miriam Budiardjo,Partisipasi Dan Partai Politik, Gramedia, Jakarta, 1981, him.164.
* Ibid, hal 165.



mengakomodasikan serangkaiaaffirmative action® guna tercapainya
keterwakilan perempuan. Yaitu dalam UU No 2 TahQ@&telah ditentukan
secara tegas mengenai porsi keterwakilan peremgakam kepengurusan

suatu parp§l

Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 juga nakap salah
satu bentuk usaha pemerintah dalam menjawab taartat@n permasalahan
baru dalam hal peningkatan keterwakilan peremp@and penyelenggaraan
pemilu 2009. Undang-undang ini memberikan dukunigagi terlaksananya
affirmative action. Pada tanggal 23 Desember 2008, mahkamah komstitus
melalui pembacaan putusan perkpamdicial review Nomor 22/PUU-VI-/2008
dan 24/PUU-VI/2008 memutuskan bahwa terdapat pdam Undang-
undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 yang bersifabnektusional yaitu
pasal 214 huruf a, b, c, d, e. Pasal ini dianggapebtangan dengan materi

UUD 1945.

® Affirmative Action adalah tindakan proaktif untuk menghapuskan diskriminasing
berbasiskan jender atau ras. Konsep ini juga meeqgua tindakatMenurut Mahkamah
Konstitusi pembatalan pasal 214 UU Pemilu NomoiTaBun 2008 ini dapat

memberikanpositif yang dilakukan untuk memperbaiki dampakkdisinatif terhadap
kelompok-kelompok yang tidak terwakili di masa laalam pelaksanaannyaffirmative
action dapat dilakukan secara sukarela maupun diwajibkaamdatory). Affirmative action
juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalamingkatkan derajat keterwakilan
perempuan dalam politik.

®Pasal 2 dan 20 UU No 2 Tahun 2008 Tentang PRdfik, disebutkan mengenai sistem
keterwakilan perempuan. Sistem keterwakilan perempdimaksud terdapat,baik dalam
kepengurusan partai di tingkat pusat maupun diahgkopinsi dan kabupaten/kota, dengan
ketentuan kuota minimal 30 persen.

" Astrid Anugrah, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta,
2009, hal 62
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kesempatan yang sama bagi calon legislatif peremmlean calon
legislatif laki-laki untuk tampil dalam Pemilu. Mak sejalan dengan
Keputusan Mahkamah Konstitfisyang menghapuskan sistem nomor urut
dengan membatalkan Pasal 214 Undang-undang Nomofab@n 2008.
Dengan demikian, calon anggota legislatif tergiidda Pemilu 2009 tidak lagi

berdasarkan nomor urut, tetapi harus dengan msuaifa terbanyak.

Berdasarkan ketentuan di atas masyarakat mendlaarapdanya
pemberian ruang gerak bagi perempuan untuk menykampaspirasinya
kepada wakil-wakilnya, serta membuka kesempatarargaebiukum bagi
perempuan untuk ikut aktif dalam pemilu. Oleh karetu meningkatkan
jumlah kerterwakilan perempuan merupakan sebuatastugang harus
dilakukan oleh masing-masing partai politik. untukrealisasikan tujuannya
dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, makaaipaolitik harus

menjalankan fungsi rekruitmennya dengan baik.

Fungsi rekruitmen tersebut juga harus dijalankangde baik oleh
partai- partai polittk yang mengikuti pemilihan umu 2009 di kota
Bukittinggi. Partai—partai politik yang telah sahndterdaftar menjadi peserta

pemilihan umum di kota Bukittinggi telah melakuktahapan pada fungsi

8keputusan MK tentang pembatalan pasal 214 UU NdrfioFahun 2008. Pasal ini mengatur
penentuan caleg terpilih berdasarkan suara 30% BEBytusan ini dikeluarkan melalui
Pembacaan Putusan Perkara Yudisial Review No 22/g2008. Pasal 214 huruf a, b, c, d, e
UU No.10 Th 2008 dibatalkan oleh Mahkamah Konstifiema tanggal 23 Desember 2008,
dengan memutuskan bahwa terdapat pasal dalam ULONd 2008 tentang pemilu yang
bersifat inkonstitusional dan dianggap bertentangiemgan materi UUD 1945, dan
memutuskan sistem pemenang pemilu yang awalnyandanor urut berubah kepada suara
terbanyak.
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rekruitmennya. Yaitu masing-masing partai peserevakilkan para calon

legislatifnya untuk ikut dalam pemilu.

Pada pemilu legislatif periode 2009-2014 yang dialakan di
Bukittinggi diikuti oleh 43 partai peserta (terlamp Dari 43 partai peserta
ada yang mendaftarkan calon legislatifnya pada mgasiasing daerah
pemilihan dan ada yang tidak mendaftarkan calorslegnya. Keseluruhan
partai yang terdaftar untuk pemilu legislatif peleo 2009-2014  ini

mengusung 272 orang calon legislatif (terlampir).

Pada daerah Bukittinggi terdapat dua daerah peanililgaitu daerah
pemilihan Bukittinggi | dan daerah Pemilihan Bukiggi 1. 272 orang calon
legislatif yang diwakilkan oleh partai persertaetiar atau menjadi utusan
pada daerah daerah pemilihan | dan Il. Seperg ykapat terlihat pada tabel

berikut:



Tabel 1
Partai Dan Nomor Urut Caleg Pada Pemilu Legiskii9-2014 Kota Bukittinggi
( Daerah Pemilihan 1)

No. Urut . No. Urut Cale
Partai N Laki-laki Pergmpuan iRl esy

1 Hanura 1,2 - 2
2 PKPB 1,2 3 3
3 PPP-I 1 2 2
4 PPRN 1 - 1
5 Gerindra 1,2,4 3 4
6 PBN - - -
7 PKPI 1,3,5 2,4,6 6
8 PKS 1,2,4,6,7 3,5,8 8
9 PAN 1,2,45,7,8 3,6 8
10 PPIB 1 - 1
11 PK - 1 1
12 PPD 1,3 2 3
13 PKB 1,2 3,4 4
14 PPI 1,2 3,4 4
15 PNI Marchaenisme - - -
16 PDP 1 - 1
17 PKR 1 -
18 PMB 1,2,4,6 3,5,7 7
19 PPDI 1 - 1
20 PDK 1,2 3 3
21 Republikan 1,2,4 3 4
22 Pelopor - - -
23 Golkar 1,2,4,7,8 3,5,6,9 9
24 PPP 1,2,4,5,6,8,9,10 3,7 10
25 PDS 1,3 2 3
26 PNBK-Indonesia 1,2 3 4
27 PBB 1,2,4,5 3 5
28 PDI-P 1,2,4,5 3,6 6
29 PBR 1,2 3,4,5 5
30 Patriot - - -
31 Demokrat 1,2,4,6,8,10 3,5,7,9 10
32 PKDI 1 - 1
33 PIS - - -
34 PKNU - - -
41 Merdeka - - -
42 PPNUI - - -
43 PSI 1 - 1
44 PB - - -

JUMLAH 35 Partai 73 40 113

Data Primer: KPUD Kota Bukittinggi Pemilu Tahun 200



Tabel 1 menunjukkan pada daerah pemilihan (Dagibtd Bukittinggi

terdapat 35 partai yang mendaftarkan calegnya uwmlikkim ke arena

pemilihan umum legislatif. Total caleg untuk dapiberjumlah 113 orang

dengan caleg laki-laki sebanyak 73 orang dan gememsebanyak 40 orang.

Tabel 2

Partai Dan Nomor Urut Caleg Pada Pemilu Legiskii9-2014 Kota Bukittinggi
(Daerah Pemilihan I1)

No. Urut . No. Urut Cale Total
Partai AETUENECE! Laki-laki SIJDerempuan Caleg
1 Hanura 1,2 3 3
2 PKPB 1,2,5 3,4,6 6
3 PPP-| 1,2,4 3,5 5
4 PPRN 1,45 2,3,6 6
5 Gerindra 1,2,4,5,6 3 6
6 PBN - - -
7 PKPI 1,2,45,7 3,6 7
8 PKS 1,45,7,8,11,13,14,15,17 2,3,6,9,10,12/16 17
9 PAN 1,2,4,5,7,8,9,10 3,6 10
10 PPIB - - -
11 PK 1 - 1
12 PPD 1,25 3,4,6 5
13 PKB 1,3,4 2 4
14 PPI - - -
15 PNI 1 - 1
Marchaenisme

16 PDP 1,2 3 3
17 PKR 1,2 3 3
18 PMB 1,2,4 3,5 5
19 PPDI - - -
20 PDK 1,2 3 3
21 Republikan 1,3 2,4 4
22 Pelopor - - -
23 Golkar 2,3,5,6,8,10,11,13 1,49,12 14
24 PPP 1,4,5,6 2,3,7,8,9,10,11 12 12
25 PDS 2 1 2
26 PNBK-Indonesia 1 - 1
27 PBB 1,2,3,4,6,7 5 7
28 PDI-P 1,3,45,6 2,7 7
29 PBR 1,2 3,4,5 5
30 Patriot - - -
31 Demokrat 1,2,45,9,10,12,13,1415 3,6,7,8,11/16, 17
32 PKDI 1 - 1
33 PIS - - -
34 PKNU - - -




41 Merdeka

42 PPNUI - - -

43 PSI - 1,2 2

44 PB - - -
JUMLAH 35 Partai 117 41 158

Data Primer : KPUD Kota Bukittinggi Pemilu TahunG20

Tabel 2 menunjukkan pada daerah pemilihan (Dapil) kdta
Bukittinggi terdapat 33 partai yang mendaftarkalegaya untuk dikirim ke
arena pemilu legislatif, total caleg untuk dapib#rjumlah 158 orang dengan

caleg laki-laki sebanyak 117 orang dan perempabars/ak 41 orang.

Partai-partai politik ini juga diharapkan dapaéenjalankan fungsi
rekrutmennya dengan baik dan dapat meningkatkarkaarkgterwakilan
perempuannya dilembaga legislatif Kota Bukittinggamun pada Pemilu
legislatif 2009 di kota Bukittinggi terjadi penumm jumlah kursi untuk

perempuan.

Dari 43 partai yang mengusung 272 orang calon |edisyang
bertarung pada pemilu legislatif 2009 di Bukittinglganya 25 orang yang
berhasil duduk sebagai anggota Dewan Perwakilaryd®dkota Bukittinggi

tahun 2009. Yaitu seperti yang terlihat pada tdbel
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Tabel 3
Nama-Nama Anggota Calon Legislatif Terpilih Pagaitu Tahun 2009-2014
Kota Bukittinggi

P. SUARA TOTAL ngleNH TOTAL NAMA ANGGOTA TERPILIH
NO. PARTAI POLITIK BKT BKT | BKT
BKT I SUARA | I CALON BKT I BKT Il
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 P. Hati Nurani Rakyat 786 846 1.632 2 3 5 Adi Arma, BE Drs. Alfianus Dt. Samiak, SH
2 P. Karya Peduli Bangsa 292 347 639 3 6 9
3 P. Pengusaha & Pekerja Indonesia 80 160 240 2 5 7
4 P. Peduli Rakyat Nasional 37 421 458 1 6 7
5 P. Gerakan Indonesia Raya 565 896 1.461 4 6 10 Mukhsin, A.Md
6 P. Keadilan & Persatuan Indonesia 648 986 1.634 6 7 13 Pardjono, SH
7 P. Keadilan Sejahetara 1.503 3.428 4.931 8 17 25 Ibnu Azis Darwin, S.Si.Apt.MM
Syahrul, SH (H. Anggun)
8 P. Amanat Nasional 1.142 2.379 3.521 8 10 18 M. Ridha Muhammad Nur Idris, SH
Fauzan Haviz
9 P. Perjuangan Indonesia Baru - - - 1 - 1
10 P. Kedaulatan - - - 1 1 2
11 P. Persatuan Daerah 81 192 273 3 6 9
12 P. Kebangkitan Bangsa 328 234 562 4 4 8
13 P. Nasional Indonesia Marhaenisme - 32 32 - 1 1
14 P. Demokrasi Pembaruan 169 65 234 1 3 4
15 P. Karya Perjuangan 23 159 182 1 3 4
16 P. Matahari Bangsa 752 172 924 7 5 12
17 P. Penegak Demokrasi Indonesia 25 - 25 1 - 1
18 P. Demokrasi Kebangsaan 201 79 280 3 3 6
19 P. Republika Nusantara 321 589 910 4 4 8
Jusra
20 P. Golongan Karya 1.919 2.706 4.625 9 14 23 Adek,S.Sos Kamasril Katik Nan Kayo
M. Syukri
Syahril Uneva
21 P. Persatuan Pembangunan 1.341 2.157 3.498 10 12 22 Mukhtar Haryanto.St.Rj.Mudo,SH
Dewi Anggraini, SE
22 P. Damai Sejahtera 75 86 161 3 2 5
P. Nasional Benteng Kerakyatan
23 Indonesia - - - 4 1 5
24 P. Bulan Bintang 479 1.141 1.620 5 7 12 H. Usman Marlen
25 P. Demokrasi Indonesia Perjuangan 482 617 1.099 6 7 13
26 P. Bintang Reformasi 425 192 617 5 5 10
27 P. Demokrat 6.378 7.377 13.755 10 17 27 H. Marjis Rachmat Aris, SE
Yontrimansyah Maderizal
Ir. Hj. Aisyah Dra. Hj.Hasrida.KM, S.Pd
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Syarifuddin Sjas, SH

Hj. Hursyida, A.Ma.Pd

28 P. Kasih Demokrasi Indonesia 1 1 2
29 P. Sarikat Indonesia 42 28 70 1 2 3
TOTAL 18.094 25.289 43.383 114 158 272 8 17

DATA SEKUNDER

SUMBER

KPUD Kota bUkittinggi April 2008

Daftar perolehan suara, kursi dan jumlah calon serta nama-nama anggota terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Pemilu Tahun 2009

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 25 orang yang ksérftaiduk

sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Boggt tahun 2009,

hanya ada 4 orang perwakilan perempuan di daerhkittiBggi. Keterwakilan

perempuan pada pemilu 2004 dan 2009 dapat dddratabel berikut :

Tabel 4

Peta Keterwakilan Perempuan pada 5 Partai Politiechbaga Legislatif

(DPRD Kota Bukittinggi)

No Partai Tahun 2004 Tahun 2009

1. Demokrat - Aisyah
Hasrida
Hursyida

2. PKS - -

3. PAN Yetti Lussi Hasir -

Rahmi Brisma
Fitri Efendi
4, Golkar Rita Munir -
5 PPP - Dewi Anggraini

Bukittinggi

Sumber: Daftar Terpilih Anggota DPRD Pemilu Ta

huwo2 dan 2009 KPUD Kota
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Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimphbédiwa tidak adanya
kenaikan dari keterwakilan politik perempuan di &&ukittinggi dari tahun
2004 ke tahun 2009, jumlah perempuan yang dudiiP&D kota Bukittinggi
pada tahun 2004 masih sama dengan tahun 2009, baiwmlah 4 orang.
Dengan kenaikan jumlah penduduk dari tahun ketataung diiringi dengan
kenaikan jumlah pemilih rupanya tidak membawa pargaagi keterwakilan

perempuan.

Dari gambaran hasil pemilu legislatif 2009 di kddakittinggi ini
peneliti menemukan fenomena sosial yang menjadaalpendorong peneliti
untuk melakukan penelitian yaitu pertama keputud&yang mengabulkan
pembatalan pasal 214 ayat (2) UU Nomor 10 TahurB 2@@tang Pemilu
seharusnya dapat mendongkrak jumlah keterwakilagngsuan pada pemilu
2009, karena tidak lagi memakai nomor urut dan Aamgnerapkan model

penentuan calon terpilih dengan suara terbanyak

Model penentuan caleg terpilih berdasar suara ngekaseperti dalam
putusan MK ini adalah merupakan cara paling ideathka hanya dengan cara
inilah sistem proporsional murni dapat dipraktekkanara nyata dalam sistem
pemilu karena dapat membangkitkan semangat berk@npstar calon laki-
laki dan perempuan secara sehat, sehingga calegnpean mempunyai
kesempatan besar untuk masuk ke dalam parlemenuiNaturan suara
terbanyak rupanya tidak terbukti efektif meningleatkepresentasi perempuan

di DPRD Kota Bukittinggi.
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Alasan yang kedua yaitu dengan dengan kenaikanajumpénduduk
dari tahun ketahun yang diiringi dengan kenaikamlgn pemilih rupanya
tidak membawa pengaruh positif bagi keterwakilarepguan. Dimana pada
pemilu 2004 total keseluruhan pemilih di Kota Btikiygi berjumlah 65.909
suara, sedangkan pada pemilu 2009 jumlah pemilitkada Bukittinggi
meningkat menjadi 74.720 (pemilih laki-laki 36.88&n pemilih perempuan
37.885§. Keunggulan jumlah pemilih perempuan pun rupanjdakt

memberikan pengaruh bagi keterwakilan perempuan.

Alasan ketiga yang menjadi alasan peneliti untulakukan penelitian
yaitu, pada dua partai besar yang termasuk keddlara besar partai
pemenang pemilu legislatif periode 2009-2014 diakBtikittinggi yaitu PKS
dan Partai Demokrat yang mempunyai jumlah caloisl&if perempuan yang
sama, jumlah calon legislatif Demokrat (Dapil 1 daapil 2) berjumlah 27
orang dengan mewakilkan calon legislatif perempsabhanyak 10 orang,
kemudian PKS dengan jumlah keseluruhan caleg (Oamlan Dapil 2)

sebanyak 25 orang dengan caleg perempuan sebabhyaifarig.

Namun setelah dilaksanakannya pemilu, kedua parteiemperoleh
jumlah kursi yang sangat berbeda untuk caleg peramypya. Hasil perolehan
kursi untuk perempuan pada kedua partai tersebrgarmbar jelas pada tabel

peta keterwakilan perempuan di atas dimana padeaidirat berhasil meraih

° Data KPUD Kota Bukittinggi 2009
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3 kursi untuk perempuan tetapi untuk PKS tidak hesatu kursi pun untuk

perempuan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada kedua pprairtaaka peneliti
berasumsi bahwa untuk mendapatkan kursi peremperayata bukanlah
semata-mata bisa didorong oleh tindakan affirmgdihg diakomodasikan
pemerintah melalui UU yang mengatur tentang sistkaterwakilan
perempuan saja atau karena peningkatan jumlah ipepalda pemilihan
umum yang berlangsung, tetapi juga dipengaruhi ptekes rekruitmen yang
dilakukan oleh partai. Maka berdasarkan fenomenpdaneliti sangat tertarik
untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagainposes rekruitmen
kader perempuan PKS dan Demokrat pada pemilu d§ig009-2014 di

Kota Bukittinggi?

B. Rumusan Masalah

Kenyataan yang menunjukkan menurunnya keterwalpler@mpuan
pada pemilu 2009 di Kota Bukittinggi yang sama $ei@ak di dorong oleh
ketiga hal ditas yaitu pertama pembatalan terhadégh satu pasal dalam UU
Pemilu Nomor 10 yaitu pasal 214, yang seharusnyaatdeneningkatkan
representasi keterwakilan perempuan, karena tetabahnya sistem nomor
urut menjadi suara terbanyak sehingga dapat mekaperiukungan bagi
keterwakilan perempuan namun menyebabkan menurunjyalah

perempuan.
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Kedua yaitu dengan kenaikan jumlah penduduk ddmirtaketahun
yang diiringi dengan kenaikan jumlah pemilih peremamp pada pemilihan
umum juga tidak membawa pengaruh positif bagi ketkilan perempuan.
Dan yang ketiga adalah kesamaan jumlah angka waildn legislatif yang
diusung masing-masing partai rupanya juga tidakatapenjamin partai
tersebut memperoleh hasil yang sama untuk jumlatsi kketerwakilan

perempuan.

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, serta memeah pokok-
pokok permasalahan yang ada, maka peneliti inginefitetentang proses
rekruitmen untuk kader perempuan yang dilakukarsimgamasing partai
yang mengikuti pemilu legislatif di Kota Bukittinggguna peningkatan
keterwakilan perempuan. PKS dan Demokrat adalah padai yang
menggambarkan perbedaan yang mencolok untuk parolgimlah kursi
untuk perempuan di DPRD kota Bukittinggi sehinggalla partai ini akan
menjadi objek pada penelitian ini yaitu tentang gdwmana "Proses
Rekruitmen Kader Perempuan PKS dan Demokrat Pada PRmilu

Legislatif 2009-2014 di Kota Bukittinggi”.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penetlitditujukan
untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosesiteliegn kader perempuan
oleh partai politik (PKS dan Demokrat) pada Penigislatif periode 2009-

2014 di Kota Bukittinggi.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk,

1. Secara teoritis dapat memberikan kontribusiagalp disiplin ilmu politik,

khususnya mengenai proses rekruitmen oleh partiikpo

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapldapat dijadikan sebagai
masukan bagi partai politik, khususnya partai peangn dalam

memperluas dukungan politik masyarakat untuk pegahg akan datang.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas adapun kesimpulannya adalah

Proses rekruitmen terhadap caleg perempuan yaakuddn oleh
PKS dan Partai Demokrat pada pemilu legislatif kigeriode 2009-2014
di Kota Bukittinggi telah terlaksana dengan baikpaha terdapat prosedur
atau ketentuan dan batas seleksi yang jelas dataseg pencalonan.
Partai politik menggunakan proses yang jelas d@darekrutan para calon
legislatifnya. Yaitu partai Demokrat dan PKS merunggkan lima cara
dalam prosedur seleksi yang di kemukakan oleh ane,

Pertama, bahwa proses penyeleksian PKS dan Denbgesintah
oleh prosedur yang jelas dari ketentuan negaréu {aidang-undang dan
dari partai politik itu sendiri yaitu AD/ART partaKedua batas seleksi
yang terjadi didalam partai PKS dan Demokrat disdisasikan kepada
unit-unit partai/jenjang-jenjang partai. Ketiga kekaan untuk mengambil
keputusan menyebar diantara para anggota di dafénpartai. Keempat
PKS dan Demokrat memberikan urutan posisi kepadancdengan
pembuatan keputusan yang relevan. Dan yang keldaaya kemudahan
bagi calon legislatif PKS dan Demokrat untuk dapgpilih kembali pada

pemilihan umum berikutnya.
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Maka kelima cara tersebut mengarahkan seleksinkiepgnan
PKS dan Demokrat kepada sistem yang demokrasi, ndinmgistem
demokrasi tersebut juga berhubungan dengan sisemililpan terbuka.
Yaitu setiap poin-poin seleksi Alan Ware yang dgiaklalam proses
rekruitmen politik untuk caleg perempuan yang dikdn oleh PKS dan
Demokrat pada pemilu legislatif periode 2009-201dtaK Bukittinggi
menandakan adanya pembagian kekuasaan kepadaniimnyang lebih
kecil atau mensentralisasikan kekuasaan. Sehinggajadikan sistem
rekruitmen tersebut kepada sistem pemilihan terbyk#u adanya
pembagian kekuassan dan peranan negara tidakitbdsar dalam proses

rekruitmen.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penekmitiki beberapa
saran, adapun saran tersebut adalah:

Upaya-upaya dapat dilakukan partai politik untulsabimemenuhi
jumlah kandidat perempuan minimal 30 persen dagapainya jumlah
keterwakilan perempuan yang signifikan di lembaggislatif, yaitu dengan
menggunakan kebijakan-kebijakan dan strategi uditiekapkan, yakni:

pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadararik pkétm
perempuan sehingga semakin bertambah minat merakak uerjun ke
panggung politik. Dan para caleg perempuan mempukgercayaan diri

untuk bersaing dengan caleg laki- laki pada peamliomum.
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Kedua, meyakinkan partai politik bahwa peran spet@mpuan dalam
pengambilan kebijakan publik sangat penting sel@nggrlu meningkatkan
rekruitmen calon perempuan dan selanjutnya menédwapanereka dalam
daftar calon tetap (DCT) partai politik. Dan ketigaeyakinkan masyarakat
termasuk media masa, agar mendukung keterwakilaiempeian pada

lembaga legislatif, baik ditingkat pusat ataupuardh.
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